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Usulkan RUU Keuangan Haj

DPR Sepakat Perkuat
Tata Kelola Dana Haji

Senayan segera menggarap RUU Keuangan Haji
yang ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam
Rapat Paripurna, Kamis lalu. Aturan ini memperkuat
tata kelola dana haji. Pemerintah diminta segera
menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

WAKIL Ketua Komisi VI
sckaligus Ketua Panja RUU
Keuangan Haji Abidin Fikri
mengatakan, persetujuan ini
merupakan hasil dari proses har-
monisasi mendalam di Badan
Legislasi {Baleg) DPR. Proses
it melibatkan selurub fraksi dan
menandai komitmen kuat untuk
memperkuat tata kelola dana haji.

Karena itu. Abidin menyam-
but baik langkah sangat ber-
sejarah ini. Pasalnya, RUU ini
bertujuan untuk meningkatkan
transparanst. keadilan. dan pro-
porsionalitas dalam distribusi
mantaat bagi jemaah haji. “Ini
sesual dengan dinamika terkini
penyelenggaraan ibadah haji,”
ucapnya. kemarin.

Pengelolaan dana haji yang le-
bih akuntabel. lanjutnya, akan me-
mastikan azas keadilan terpenubi,
schingga mencegah dugaan dan
prasangka ketidakadilan yang
selama ini dikeluhkan jamaah.
Persetujuan di paripurna menjadi-
kan ini schagai prioritas legislasi

nasional. Karena i, Pemerintah
harus sezera menyiapkan DIM
untuk dibahas bersama.

Abidin menambahkan, Komisi
VIl mendorong percepatan
pembahasan agar RUU inisegera
disahkan jadi UL, “Langkah itu
harus dilakukan untuk mendo-
kung penvelenggaraan ibadah
haji yang lebih baik. transparan.
serta berkeadilan bagi seluruh
umat [slam vang ada di Indene-
sia.” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Kerua DPR
Puan Maharani menjelaskan se-
jumlah noma baru dalam RUU
int. Pertama, terkait skema setoran
angsuran haji. Lewat sistem i,
Jemaah bisa mengangsur biaya se-
lama masa tunggu keberangkatan,
sehingga diharapkan mampu
meringankan beban finansial saat
memasuki tahapan pelunasan.

Menurut Puan. skema ang-
suran juga berpotensi mening-
katkan dana yang dikelola
BPKH. Dengan demikian. ni-
lai manfaat yang dihasilkan
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dari pengelolaan dana itu turut
meningkat secara signifikan,
Schingga memberikan dampak
positif bagi keberlanjutan pem-
biayaan ibadah haji bagi seluruh

jemaah Indonesia ke depan.

Selanjutnya, RUU int juga me-
ngatur soal pembentukan cadan-
gan modal yang bersumber dari
sisa operasional penyelenggaraan
ibadah haji. Cadangan modal
itu diperlukan BPKH scbagai
penyangga jika terjadi risiko
investasi. "Cadangan modal juga
bisa diajukan pada DPR untuk
dipergunakan sebagai modal
investas langsung,” terangnya.

Puan menambahkan. norma
it dirumuskan untk menepang

portofolio investast BPKH. Pasal-
nya. portofolio it tidak hanya
ditempatkan pada instrumen pen-
empatan dana atau deposito saja,
melainkan juga diarahkan pada
skema investasi langsung suna
mengoptimalkan hasil pengelo-
laan dana haji bagi sehunh jemash.

Berkutnya, regulasi inl juga
mengatur distribust Nilai Manfaat
(NM) bagi jemaah berdasar asas
keadilan dan proporsional. Makin
lama jemaah menunggu, mika NM
yang diterima akan semakin besar.
" Akurmulasi setoran angsuran akan
meningkatkan perolehan NM pada
Virtual Account masing-masing
Jjemazh.” terangnya.

D1 aturan ini. BPKH juga
diberi kewenangan membentuk
usaha atau anak usaha untuk
memperluas portofelio investasi.
Baik di dalam negeri maupun di
Saudi, khususnya pada bidang
ckosistem haji dan umrah. Selain
itu. BPKH juga akan terlibat
dalam pembahasan Biaya Penye-
lenggaraan Ihadah Haji (BPIH).

Dengan demikian, sambungnya.
BPKH tidak lagi hanya berperan
schagal jura bayar atau cashier.
BPKH juga akan tkut merums-
kan besaran BPIH bersama DPR
dan Pemerintah. Nantinya, BPIH
yang ditetapkan tiap tahun juga

akan mempertimbangkan keber-
lanjutan dana haji yang dikelola
dan berada di BPKH.

Usai pengesahan schagai usul
inisiatif DPR, kata Puan, pim-
pinan akan menyampaikan surat
kepada Presiden, serta mengirim-
kan RUU itu beserta naskah aka-
demik untuk dibahas bersama Pe-
merintah. “Diharapkan Presiden
segera menunjuk menterl yang
akan mewakili Pemerintah dalam
tahap pembahasan pada masa
sidang berikutnya.” jelasnya.

RUU Keuangan Haji diang-
2ap schagal momentum penting
bagi BPKH untuk memperkuat
tata kelola sekaligus memperluas
fleksibilitas investasi. Kepala
Badan Pclaksana BPKH. Fadlul
Imansvah mengatakan, sinergi
dengan Danantara jadi bagian pen-
ting dalam membangun kekuatan
investasi nasional yang terntegrasi
di tingkat global.

Menurumya, anak usaha BPKH
di Arab Soudi akan jadi platform
kolaboranf bagi BUMN maupun
swasta nasional. Platform ini
memfasilitasi peran mercka agar
masuk secara terstrukiur ke cko-
sistern haji dan urrah, “Inisiatifir
bertujuan memperkuat dava saing
pelaku usaha nasional di sana,”
pungkas Fadhul. mpys
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